
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Perbup No. 7, Berita Daerah 2023/No. 7, 56 hlm. 
 

PENDELEGASIAN WEWENANG 

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta 
menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko, 

perizinan nonberusaha, dan nonperizinan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, 

terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel 
diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai 

pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan 
perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan 
nonberusaha, dan nonperizinan kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 
 

- bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Remabng Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan 
dinamika perkembangan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu diganti   
 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri 



Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1956); 

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 

6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabuapten Remabng (Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Remabang Nomor 157);  

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 28 Maret 2023 dan ditetapkan 28 Maret 

2023 
 

 


